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ABSTRACT 
This study aims to analyze how much influence government spending in the 

education, health and inflation sectors have on poverty and the human 

development index in South Sulawesi. By using time series data for the 

period 2001-2020 with the path analysis method. The calculation data in 

this study used the Amos version 21 program. The results of this study 

indicated that the results of this study indicate that government spending 

on health has an estimated value of 3.129 on the Human Development 

Index; the estimated value of government spending on education on HDI is 

324.158; and -2.544 Inflation has an effect on HDI. Meanwhile, 

government spending on health has an estimated value of 139,938 for 

poverty; obtained an estimated value of -1.134 government spending on 

education on poverty; and -0.882 is the estimated value of the effect of 

inflation on poverty. Then the estimated HDI value for poverty is 1.224. 

Partially the variables of expenditure on government education and health 

had a positive and significant effect on the human development index in 

South Sulawesi. Inflation has a negative and significant effect on the 

Human Development Index in South Sulawesi. Government spending on 

education has a negative and insignificant effect on poverty in South 

Sulawesi. Government spending on health has a positive and significant 

effect on poverty in South Sulawesi. Inflation has a negative and 

insignificant effect on poverty in South Sulawesi. Poverty has a positive and 

insignificant effect on the Human Development Index in South Sulawesi. 

 

Keywords: Government Spending on Education, Government Spending on 

Health, Inflation, Human Development Index, Poverty 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, 
kesehatan dan inflasi terhadap kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Dengan 
menggunakan data runtun waktu (time series) selama periode tahun 2001-2020 dengan  metode  analisis jalur 
(path analysis). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program Amos versi 21. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai estimasi sebesar 3,129 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia; nilai estimasi pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan terhadap 
IPM adalah sebesar 324,158; dan sebesar -2,544 Inflasi berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran 
pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai estimasi sebesar139,938 terhadap Kemiskinan; diperoleh nilai 
estimasi sebesar -1,134 pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap kemiskinan; dan -0,882 adalah 
nilai estimasi pengaruh inflasi terhadap kemiskinan. Kemudian nilai estimasi IPM kepada kemiskinan adalah 1,224. 
Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah  pada  bidang  
kesehatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh 
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negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 
 
Kata Kunci: Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Kesehatan, Inflasi, 
Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan 
 

Pendahuluan 
Kemiskinan adalah masalah yang rumit, tidak hanya pada konsumsi serta tingkat penghasilan 

yang rendah, akan tapi pada kesehatan serta tingkat pendidikan. Hal ini secara umum 

kontras dengan banyak negara lain di seluruh dunia (Amalia dkk., 2015; Ferezagia 2018). 

Terdapat hubungan penting antara kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

(Kiha dkk., 2021; Hidayat & Woyanti 2021; Mahendra 2020). IPM merupakan salah satu 

penentu kesejahteraan dan terdiri dari beberapa faktor seperti standar kesehatan, 

pendidikan dan taraf hidup yang layak. Semakin rendah IPM suatu orang, maka semakin 

rendah pula tingkat kesejahteraan yang di alami orang tersebut (Kiha dkk., 2021). 

Adisasmita (2015) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur kemiskinan penting 

untuk mempertimbangkan tidak hanya kekurangan makanan dan tingkat upah yang rendah, 

namun juga tingkat kesejahteraan, pelatihan dan perlakuan yang adil di bawah pengawasan 

hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS dalam W. A. Saputra (2018), 

menyatakan bahwa tingkat kebutuhan tergantung pada penggunaan makanan sehari-hari 

sebesar 2.100 kalori untuk setiap individu (52 jenis produk dianggap untuk mengatasi contoh 

penggunaan yang lebih rendah dari masyarakat) dan non-makanan (45 jenis produk sesuai 

pengaturan umum), tanpa membedakan wilayah provinsi dan wilayah metropolitan). Hal ini 

adalah saran kesehatan yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari usia, status fisiologis, 

berat bada, jenis kelamin serta aktivitas  fisik. Ini juga  berlaku  untuk  individu  yang  

berada  di  garis kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan oleh bank dunia, kemiskinan 

diperkirakan dengan gaji $2 setiap hari per individu. 

Adisasmita (2015) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur kemiskinan penting 

untuk mempertimbangkan tidak hanya kekurangan makanan dan tingkat upah yang rendah, 

namun juga tingkat kesejahteraan, pelatihan dan perlakuan yang adil di bawah pengawasan 

hukum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS dalam w. A. Saputra (2018), 

menyatakan bahwa tingkat kebutuhan tergantung pada penggunaan makanan sehari-hari 

sebesar 2.100 kalori untuk setiap individu (52 jenis produk dianggap untuk mengatasi contoh 

penggunaan yang lebih rendah dari masyarakat) dan non-makanan (45 jenis produk sesuai 

pengaturan umum), tanpa membedakan wilayah provinsi dan wilayah metropolitan). Hal ini 

adalah saran kesehatan yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari usia, status fisiologis, 

berat bada, jenis kelamin serta aktivitas fisik. Ini juga  berlaku untuk  individu yang  berada  

di  garis kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan oleh bank dunia, kemiskinan diperkirakan 

dengan gaji $2setiap hari per individu. 

Tabel 1 mengilustrasikan banyak penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan kategori miskin yang  

semakin  menurun  setiap  tahunnya,  tahun  2016  total  penduduk  miskin  sebesar 

807.038.445.651 jiwa kemudian pada tahun 2019 total penduduk miskin semakin menurun 

sebesar 767.806.891.435 jiwa akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah 
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penduduk miskin sebesar 776.830.672.661 jiwa. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 

terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) sehingga menyebabkan bertambahnya kuantitas masyarakat 

miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan (Jiwa)  
Tahun 2016-2020 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

2016 807.038.445.651 
2017 813.079.875.132 
2018 792.634.213.015 
2019 767.806.891.435 

2020 776.830.672.661 

2018 792.634.213.015 

2019 767.806.891.435 

2020 776.830.672.661 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) 

 

Nuriyah dkk (2017) menyatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan kemajuan 

manusia karena makin sedikit orang yang miskin, makin bagus juga nilai IPM-nya. IPM adalah 

indikator dengan cara apa masyarakat lokal meneruskan hasil pembangunan dalam hak 

mereka atas pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. IPM dirancang serta di 

diperkenalkan oleh PBB yang mendefinisikan bahwa IPM merupakan indeks dalam menakar 

mutu hasil dari penyusunan perekonomian, yaitu derajat pembangunan manusia 

(Aquariansyah, 2018). UNDP juga mengartikan IPM adalah sebuah teknik yang menambah 

komponen hidup masyarakat. Di Indonesia, memiliki kualitas talenta yang buruk hal ini 

kemudian yang menjadi kendala utama Prasetyoningrum & Sukmawati (2020). IPM adalah 

indeks komposisi yang mengukur tiga komponen eksklusif kesejahteraan suatu negara: 

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Tambunan, 2016). 

Sesuai standar PBB, IPM memiliki empat standar yakni: klasifikasi sangat tinggi memiliki nilai 

IPM lebih dari 80, klasifikasi tinggi memiliki nilai IPM 70-79, klasifikasi menengah memiliki 

nilai IPM 60-79, dan klasifikasi rendah memiliki nilai yang berada di bawah nilai 59. IPM di 

Sulawesi Selatan masuk dalam klasifikasi tinggi namun jumlah penduduk miskin di Sulawesi 

Selatan terus meningkat (Badan Pusat Statistik, 2020). Peningkatan IPM Provinsi Sulawesi 

Selatan masih perlu dilakukan dan membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. 

Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan 

IPM adalah pemerintah harus bisa mengambil tindakan untuk mendorongnya ke tahap yang 

bagus. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat tepat dan berpengaruh untuk 

mencapai tujuan penghasilan, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan APBN dan APBD (Setiawan & 

Fikriah, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IPM mempengaruhi tingkat 

kemiskinan (Kiha dkk., 2021; Prasetyoningrum & Sukmawati, 2020; Sofilda dkk., 2014; 

Suliswanto, 2011). IPM berpengaruh buruk terhadap tingkat kemelaratan. 
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Tabel  2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2016-2020 
Tahun IPM Pertumbuhan IPM (%) 

2016 69,76% 0,88% 
2017 70,34% 0,83% 
2018 70,90% 0,80% 
2019 71,66% 1,07% 

2020 71,93% 0,38% 

2018 71,66% 1,07% 

2019 71,93% 0,38% 

2020 71,66% 1,07% 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021) 

 

Tabel 2 memperlihatkan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan nilai pertumbuhan IPM 

Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi setiap tahun antara 2016-2020 menurut metode 

baru. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia naik di tahun 2016 sebanyak 0,88% 

selanjutnya IPM tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,38%. Upaya pemerintah untuk 

meningkatkan IPM dan mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah, dapat 

diterapkan kebijakan melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah 

salah satu bagian dari total bunga, dan seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah 

daerah, demikian pula total permintaan (Koyongian dkk., 2019). 

 

Metode Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Analisis jalur 
bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh langsung dan tidak langsung variabel terikat 
terhadap variabel bebas (Kusuma, 2019). Pada penelitian ini, juga memakai analisis metode 
structural equation modeling (SEM). SEM ini, merupakan suatu metode analisis multivariate 
yang menyatukan antara analisis faktor dan analisis jalur. Sehingga, menguatkan peneliti 
dalam meneliti dan memperkirakan secara bersama-sama. Kaitan antar variabel laten 
eksogen dengan variabel laten endogen. Persamaan fungsional dalam penelitian ini dapat 
dibentuk sebagai berikut: 

𝑌1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝜇1 (1) 

𝑌2 =  𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 +  𝛼3𝑋3 + 𝛼4𝑌1 +  𝜇1 (2) 

Keterangan: X1 adalah realisasi dari total belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di 
bidang pendidikan yang diukur dalam Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020; X2 

merupakan realisasi dari total belanja Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan yang 
diukur dalam Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020; X3 adalah laju indeks harga 
konsumen Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam skala persen periode 2010-2020; Y1 

merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam 
persen selama periode 2010-2020; Y2 adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi 
Selatan yang diukur dalam ribuan jiwa periode 2010-2020; β0 adalah Konstanta untuk Y1; dan 
α0 adalah Konstanta Y2. 
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Hasil dan Pembahasan 

Pengujian Metode Path Analysis 

Uji data dengan memakai path analysis menggunakan uji asumsi yang terdiri dari: uji 
normalitas, uji evaluasi nilai residual, uji multikolineritas, serta uji singularitas (Bahri & 
Zamzam, 2015). 

Percobaan uji normalitas data adalah syarat utama untuk melakukan percobaan dalam 
memakai model path analysis. Tujuan dilakukan percobaan ini, agar dapat mengetahui apakah 
data terdistribusi secara baik atau tidak. Percobaan uji normalitas dalam path analysis 
memakai AMOS dikerjakan secara univariat dan multivariat. Data dapat dianggap baik, apabila 
nila cr skewness dan cr cortusis di tiap-tiap indikator nilainya kurang dari 2,58. 

Tabel 3: Uji Normalitas 

Variabel min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X1 5,885 6,046 0,137 0,25 -1,683 -1,536 

X2 1,804 1,857 0,397 0,725 -1,115 -1,018 

X3 2,04 8,61 0,209 0,382 -0,87 -0,794 

Y1 63,63 71,93 0,439 0,801 -1,088 -0,993 

Y2 767806 1111984 0,196 0,359 -1,657 -1,512 

Multivariate          0,372 0,099 

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022) 

Berdasarkan Tabel 3 X1 memiliki nilai c.r skew sebesar 0,250 dan c.r cortusis sebesar -1,536. 
Berarti hasil pengujian pada X1 dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. 
Variabel X2 mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,725 dan c.r cortusis sebesar -1,018. Berarti 
hasil pengujian pada variabel X2 dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. 
Variabel X3 mempunyai nilai c.r skew sebesar 0,382 dan c.r cortusis sebesar -0,794. Berarti 
hasil pengujian pada variabel ini dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. 
Selanjutnya variabel IPM (Y1) mempunyai nilai c.r skew sebesar 0, 801 dan c.r cortusis sebesar 
-0,993. Dengan demikian hasil pengujian pada variabel IPM dikatakan normal karena nilai 
tersebut berada di bawah 2,58. Kemudian variabel kemiskinan (Y2) mempunyai nilai c.r skew 
sebesar 0,359 dan c.r cortusis sebesar -1,512. Sehingga hasil pengujian pada variabel ini 
dikatakan normal karena nilai tersebut berada di bawah 2,58. 

Tabel 4. Uji Nilai Residual 
Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

  
Kesehatan 

(X1) 
Pendidikan 

(X2) 
Inflasi 

(X3) 
IPM 
(Y1) 

Kemiskinan 
(Y2) 

X1 0     

X2 -3,845 0    

X3 1,078 -1,458 0   

Y1 -3,852 -0,018 -1,447 -0,036  

Y2 -0,113 -3,823 1,02 -3,83 -0,225 

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022) 
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Percobaan uji Amos selanjutnya adalah melihat output residu standar. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan nilai residual. Jika nilai residu standar lebih dari 2,58 maka hasil terdeteksi 
adanya residual yang besar. Tabel 4 menjelaskan bahwa hasil path analysis di aplikasi Amos 
dapat disimpulkan bahwa hasil uji nilai residual variabel X1, X2, dan X3 sebesar 0,000 yang 
berarti tidak terdapat residual karena nilai di bawah 2,58. Adapun nilai residual variabel Y1 
dan Y2 masing-masing sebesar 0,036 dan sebesar -0,225 yang berarti tidak terdapat residual 
karena nilai juga berada di bawah 2,58 

Uji multikolinieritas dan singularitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 
multikolineritas dan singularitas pada kombinasi tiap variabel. Indikatornya untuk mengetahui 
ada atau tidaknya multikolineritas dan singularitas dapat dilihat dari nilai determinant of the 
covariance matrix yang betul-betul kecil dan menghampiri nilai nol. Pada hasil pengujian ini, 
nilai determinant of the covariance matrix yakni, 0,000. Hasil uji menunjukkan bahwa, 
besarnya determinant of the covariance matrix sampel mendekati nol. Dari sini, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa hasil data uji coba yang digunakan terjadi multikolineritas dan singularitas. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel masih dapat dikategorikan besar, 
walaupun terdapat beberapa nilai korelasi cenderung mendekati nilai nol. Dengan demikian 
maka asumsi multikolinearitas terpenuhi karena tidak terdapat multikolinearitas dalam data 
penelitian. 

Tabel 5: Uji Multicolinierity dan Singularity 

Sample Correlations (Group number 1)   

  
Kesehatan 

(X1) 
Pendidikan 

(X2) 
Inflasi 

(X3) 
IPM 
(Y1) 

Kemiskinan 
(Y2) 

X1 1      

X2 -0,882 1    

X3 0,247 -0,334 1   

Y1 -0,879 1 -0,342 1  

Y2 0,999 -0,871 0,233 -0,868 1 

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022) 

Hasil Model Path Analysis 

Percobaan uji Path Analysis adalah model analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel eksogen dan endogen. Di mana, besaran nilai variabel laten diuraikan atau 
disintesis berdasarkan variabel yang diamati. Atau indeks yang membentuk variabel. Dengan 
menggunakan model analisis jalur, dapat menemukan hasil yang sesuai. Hal ini karena tidak 
semua variabel yang diamati ukuran variabel dapat menjelaskan variabel laten. Oleh karena 
itu, menggunakan analisis jalur memberikan output yang masuk akal dan tidak bias. 

Tabel 6 menyajikan hasil olah data menggunakan Amos dapat dijelaskan bahwa: Pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan memiliki koefisien estimasi positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 324,158. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di 

Sulawesi Selatan; Pengeluaran  pemerintah  bidang   kesehatan  memiliki   koefisien  estimasi  

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3,129. Artinya, peningkatan 
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pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak pada peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; dan Iinflasi memiliki koefisien estimasi negatif 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -2,544. Artinya, peningkatan inflasi tidak 

berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan;  

Tabel 6: Nilai Estimasi Model Path Analysis 

      Estimate   C.R.   Keterangan 

Y1 <--- X1 324,158 *** 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X2 3,129 0,002 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X3 -2,544 0,011 
Negatif 

Signifikan 

Y2 <--- X1 -1,134 0,257 
Tidak 

Signifikan 

Y2 <--- X2 139,938 *** 
Positif 

Signifikan 

Y2 <--- X3 -0,882 0,378 
Tidak 

Signifikan 

Y2 <--- Y1 1,224 0,221 
Tidak 

Signifikan 

Sumber: (Output AMOS Diolah, 2022) 

Tabel 6 juga mengindikasikan bahwasanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

memiliki koefisien estimasi negatif terhadap kemiskinan sebesar -1,134. Artinya, 

peningkatan pengeluaran pemerintah bidang  pendidikan  tidak  berdampak  pada  

peningkatan  kemiskinan  di  Sulawesi Selatan; Pengeluaran  pemerintah  bidang   kesehatan  

memiliki   koefisien  estimasi  positif terhadap kemiskinan sebesar 139,938. Artinya, 

peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak pada pengurangan 

kemiskinan di Sulawesi Selatan;   Inflasi memiliki koefisien estimasi negatif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar -,882. Artinya, peningkatan inflasi tidak berdampak pada 

peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan Indeks   Pembangunan   Manusia   memiliki   

koefisien   estimasi   positif   terhadap kemiskinan sebesar 1,224. Artinya, peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

 
Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  bidang  Pendidikan  terhadap  Indeks  Pembangunan 

Manusia 

Pada hasil pengujian, Tabel 6 menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

(X1) mempunyai besaran nilai koefisien yakni 324,158 dengan besaran nilai CR memiliki nilai 

koefisien estimasi sebesar 324,158 dengan nilai CR yakni 0,000 < 0,1. Yang berarti, 

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. 
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Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang pendidikan makin tinggi maka Indeks 

pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah 

bidang pendidikan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan 

turun. Standar hidup layak merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Standar hidup 

layak, mengilustrasikan  kesejahteraan  yang  dirasai oleh  penduduk  sebagai dampak  dari 

pulihnya ekonomi. Untuk meningkatkan standar hidup layak, maka realisasi belanja 

pemerintah pada bidang pendidikan harus dirasakan tiap-tiap masyarakat. (Aquariansyah, 

2018). 

Penelitian  ini, diperkuat  oleh  penelitian yang  dilakukan  Arifin (2015). Adapun hasil dari 

penelitian tersebut yakni, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini, juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Kahang dkk., 2016; Rahim dkk., 2021; Wibowo, 2014) yang 

mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia sangat berpengaruh dan signifikan. 

Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Kesehatan  Terhadap  Indeks  Pembangunan 

Manusia 

Pada hasil pengujian dalam Tabel 6 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 3,129 dengan besaran nilai CR yakni, 0,002 

< 0,1. Yang berarti, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan 

kaitan yang searah. Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi 

maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja 

pemerintah bidang kesehatan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia 

juga akan turun. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pake, Kawung 

dan Luntungan (2018) yang mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah di bidang 

kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Halmahera Utara. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Kahang dkk., 2016) yang mengatakan bahwa, variabel pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Kabupaten Kutai Timur. 

 
Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Tabel 6 memperlihatkan bahwa inflasi mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, -

2,544 dengan nilai besaran CR yakni, 0,011 < 0,1. Yang berarti, inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai negatif berarti  menunjukkan  

hubungan  yang  berlawanan  arah,  hal  ini mengandung  arti  bahwa apabila variabel inflasi 

semakin tinggi, maka Indeks Pembangunan Manusia akan semakin menurun begitu pula 

sebaliknya apabila inflasi menurun maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat. 

Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin 

tinggi maka Indeks pembangunan Manusia akan mengalami penurunan begitu pula 

sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia akan 
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mengalami peningkatan. Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Pangesti & Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa, inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

Pada Tabel 6 nilai pengeluaran  pemerintah sektor pendidikan mempunyai besaran nilai 

koefisien estimasi yakni, -1,134 dengan besaran nilai CR yakni, 0,257 > 0,1. Yang berarti, 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. 

Maksudnya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan makin tinggi maka kemiskinan akan  

mengalami penurunan  begitu pula  sebaliknya, jika belanja  pemerintah bidang pendidikan 

mengalami penurunan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Pada hasil ini 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap  

kemiskinan,  karena  jumlah  orang  miskin pada  tahun 2020 meningkat  sebesar 

776.830.672.661  orang sedangkan pengeluaran  pemerintah bidang  pendidikan menurun 

sebesar Rp2.614.076.296.170 karena dana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

dialokasikan ke bidang kesehatan untuk membiayai masyarakat yang terkena virus Covid-19 

hal ini diduga menyebabkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Akan tetapi hasil data yang didapatkan bagus dan 

sesuai dengan teori yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Demak, Masinambo dan Londa (2020) yang mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Kota Manado. 

 
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan 

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengilustrasikan bahwa pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 139,938 dengan besaran nilai 

CR yakni, 0,000 < 0,1. Yang berarti, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang 

searah. Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi maka 

kemiskinan juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang 

kesehatan mengalami penurunan maka kemiskinan juga akan turun. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
(Fithri & Kaluge, 2017; Isman, 2020)  yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah 
pada  bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Menurut (Fithri & Kaluge, 2017) belanja pemerintah pada bidang kesehatan, tidak diberikan 
kepada orang benar-benar membutuhkan hal ini mengakibatkan jumlah orang miskin makin 
bertambah apabila dinaikkan jumlah belanja pemerintah pada bidang kesehatan. Hal inilah, 
yang membuat tidak sebandingnya kenaikan kesehatan penduduk dengan kuantitas 
lapangan kerja. Masalah ini akan melahirkan angka kelahiran yang banyak serta terlahirnya 
keluarga miskin yang baru. Apabila angka kelahiran mengalami kenaikan, maka akan 
munculnya kepadatan penduduk yang meningkat dengan pesat. Akhirnya, pada masa akan 
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datang lapangan kerja perlu dinaikkan agar kuantitas penduduk yang terus naik tidak 
mengalami pengangguran serta mengurangi masyarakat miskin. 
 
Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan 

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengilustrasikan bahwa inflasi mempunyai besaran nilai 
koefisien estimasi yakni, -0,882 dengan besaran nilai CR yakni, 0,378 > 0,1. Yang berarti, inflasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai negatif artinya, 
memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin tinggi maka 
kemiskinan akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika inflasi mengalami 
penurunan maka kemiskinan akan mengalami peningkatan. Pada hasil ini inflasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 
meningkat sebesar 776.830.672.661 orang sedangkan inflasi menurun sebesar 2,04% karena 
pada saat menyebarnya virus Covid-19 ini pemerintah melakukan kebijakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menyebabkan kurangnya aktivitas ekonomi yang dilakukan 
oleh masyarakat sehingga menyebabkan inflasi menurun secara drastis hal ini diduga 
menyebabkan inflasi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
Walaupun, penelitian ini tidak sinkron dengan teori terdahulu. Tetapi penelitian ini, sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Barika, 2015; Kasim dkk., 2021) yang 
mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak mempunyai pengaruh dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut 
menandakan bahwa, mutu pertumbuhan ekonomi yang kedapatan relatif tidak bagus. Ini 
disebabkan, sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditunjang pada bidang konsumsi. 
Penyebab lainnya, yakni kurang maksimalnya Selain itu, kurang maksimalnya dari segi 
pemerataan penghasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kenaikan penghasilan 
berminat dirasakan oleh beberapa kelompok penduduk. 
 
Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Pada hasil pengujian, Tabel 3 mengatakan bahwa kemiskinan mempunyai besaran nilai 
koefisien estimasi yakni, 139,938 dengan besaran nilai CR yakni, 0,000 < 0,1. Yang berarti, 
kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, jika kemiskinan makin 
tinggi maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika 
kemiskinan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan turun. 
Pada hasil ini kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 776.830.672.661 
orang sedangkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia menurun sebesar 0,38% hal 
ini diduga menyebabkan kemiskinan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
di Sulawesi Selatan. Hasil estimasi pada penelitian ini juga memberikan hasil yang selaras 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amalia dkk., 2015; Kiha dkk., 2021; Mirza, 2021) 
yang mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi IPM apabila kemiskinan 
menghadapi penurunan karena kenaikan mutu pembangunan manusia. Jumlah  kemiskinan  
akan  menurun, apabila  mutu pembangunan manusia,  kesejahteraan penduduk miskin 
semakin bagus. Hal ini membuktikan, bahwa IPM mempunyai pengaruh dalam menurunkan 
jumlah orang miskin. 
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Kesimpulan 
 

Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa 
(1) Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila pengeluaran 
pemerintah pada bidang pendidikan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan; (2) Pengeluaran pemerintah pada bidang 
kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 
Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan 
meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 
Sulawesi Selatan; (3). Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat maka tidak 
akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan: (4) 
Pengeluaran  pemerintah  pada  bidang  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan 
terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila memberikan pengaruh terhadap 
kemiskinan di Sulawesi Selatan; (5) Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, 
apabila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat maka akan memberikan 
pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan; (6) Inflasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  
signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat 
maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan; dan (7) 
Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila kemiskinan meningkat maka akan memberikan 
pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 
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